SALINAN

KEPALADESA MINTOBASUKI

PERATURAN DESA MINTOBASUKI

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP-DESA ) TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :oa.

Mengingat

KEPALA DESA MINTOBASUKI,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) Desa Mintobasuki Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINTOBASUKI
dan

KEPALA DESA MINTOBASUKI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP DESA ) TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

kb

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati .

Bupati adalah Bupati Pati .

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Desa atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten Pati .
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa .

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh
Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa .

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh
KepalaDesa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan
Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa .

Keputusan BPD adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun



yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa , arah kebijakan
keuangan Desa , kebijakan umum dan program serta program prioritas
kewilayahan disertai rencana kerja.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran
dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa ,dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program
prioritas pembangunan Desa , rencana kerja dan
pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
RPJM Desa .

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa .

18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa , yang
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota.

19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga
Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Mintobasuki Tahun 2025 berisi uraian tentang :

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa .

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah
Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan
pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah.

(3) RKP Desa Mintobasuki Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan
dari PeraturanDesa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan
Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun Rencana
Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025.



Pasal 5
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan

3. perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mintobasuki
Ditetapkan di Mintobasuki

pada tanggal 31 Oktober 2024
KEPALA DESA MINTOBASUKI

ttd
SARYADI
Diundangka di Mintobasuki
pada tanggal 31 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA MINTOBASUKI
ttd
ABDUL MUSTAJI
Lembaran Desa Mintobasuki TAHUN 2024 NOMOR 04 __~Salinan sesuai dengan aslinya
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